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Abstrak

Perkembangan media sosial melahirkan fenomena financial influencer
(finfluencer) yang memanfaatkan skema Introduction Broker (IB) untuk
mempromosikan instrumen perdagangan berjangka komoditi, termasuk platform
ilegal seperti Quotex. Praktik ini menimbulkan kerugian besar bagi investor ritel,
namun sistem hukum Indonesia belum memiliki mekanisme pertanggungjawaban
perdata yang memadai bagi jnfluencer tersebut. Penelitian ini bertujuan
menganalisis: pertama, péngaturanhukum terhadap’influencer dalam skema 1B
pada instrumen perdagangan berjangka komoditi dan kedua, pertanggungjawaban
perdata influencer dalam skema IB platform Quotex berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta bersifat deskriptif
analitis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terdapat
kekosongan norma (rechtsvacuum) karena UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi hanya mengakui Pialang Berjangka dan Wakil
Pialang Berjangka sebagai subjek yang berwenang merekrut nasabah, sehingga
influencer yang menjalankan fungsi serupa tidak terjangkau secara normatif.
Beberapa ketentuan dapat diterapkan secara parsial, yakni Pasal 57 ayat (2) huruf
d UU PBK, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 9 dan 10 UUPK, namun
Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia yang telah memiliki regulasi
berbasis aktivitas melalui Capital Markets and Services Act 2007. Kedua,
pertanggungjawaban perdata influencer dapat dikonstruksikan berdasarkan Pasal
1365 KUH Perdata karena seluruh unsur PMH terpenuhi secara kumulatif:
perbuatan promosi platform ilegal dengan komisi 80% dari kerugian nasabah,;
sifat melawan hukum yang bertentangan dengan UU PBK, UU ITE, dan UUPK;
kesengajaan (dolus) yang terbukti dalam putusan kasasi; kerugian nyata
Rp24.366.695.782 terhadap 142 korban; serta hubungan kausalitas langsung
antara promosi dan keputusan investasi korban. Di samping itu, influencer yang
menerima komisi promosi dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha
berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, sehingga tunduk pada kewajiban ganti rugi
menurut Pasal 19 UUPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan
influencer dalam skema IB masih mengandung rechtsvacuum, namun
pertanggungjawaban perdatanya dapat dikonstruksikan melalui Pasal 1365 KUH
Perdata dan Pasal 4, 7, 9, 19 UUPK. Disarankan agar UU Nomor 10 Tahun 2011
diperbarui ke pendekatan activity-based mengacu regulasi Malaysia, Bappepti
beralih ke pengawasan proaktif, dan aparat hukum dalam penanganan gugatan
perdata korban.
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